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H_UBUNGAN PELAKSANAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN Di PERKOTAAN DENGAN
' PENGHASILAN KENA PAJAK ™

Oleh: Prof. Dr. H. zi_eéhma;tfsoemitm, SH.,

Yy & eberhaszlan pemungutan pajak, rerutfzma di daerah perkotaan member
' pengaruh terhadap kelancaran kegiatan pembangunarz Dan penulis arti

Rochmar Soemitro, mencoba melihat keterkatmn antara pelaksanaan Pa]ak By

k dan Barzgunan dengan masalah penghaszlan kemz pa]ak -

membzahas perkembangan Pajak Bum1_3
dan” Bangunan ‘baik mengenai “hasil
uang ‘yang: ‘masuk dalam Kas Negara
mauptin mengenm s1stemnya an sic,
karenanya sistern’ itu mempuny
ngath yang besar sekali terhadap :
berhasilnya pungutan. Dalam meninjau-
sistemmnya sudahl barang tentd” harus
ditemukan™ unsur«unsur yang ‘mendu-
kung’ thallpin UNSUr-unsur yang meng-.
hambat. Agar’pungutan’ PBB- ‘berhasil
dengan memuaskan karmti harus meli-
hat kepada unsur-unsuriya.yang. e ;
dasari pungutan PBB. Hal-hal yang
negatlf yang menghambat yang ‘terda-
pat dalam unsur-unsur itu harus ‘dihi-
langkan ‘dan hal-hal yang positif, yang
mendukung dan mendorong ke kebe

- hasilan, haras kitz ‘manfdatkan’ dan. '.
€ T1t1k—tolak kedua yang. saya: guna—, kita pupuk Unsur-unsur tersebut adac
kan adalah penerimaan-Ipeda/PBB se-. lah: 4

3ak tahun anggaran 1979—1980 sampai .= 4
dengan RAPBN 19801987, e i 9
-Dari, kedua tmi\-tolak itu. kam; akan .

laly yang erbuny1
i dan Bangunan dalam tahun i
aflggaran '1988/1989 dlharapkan agar le-

Uik ditingkatkan penggarapannya. Meski-

“pun PBB:sejak “tzhun 1987 mengalami

-speningkatan, ‘bila: ditinjau dari'persen-

..tase yang. ada pena.nganan PRB masih
lukan _penggarapan khusus

. Peraturan Perundang- undangan

. “Aparatur Penetapan beserta per
‘aturan pelaksanaan. ¢
3. Objek PaJak dan s;stem regestram
“tamah. -

*y, Makalah semma.r sehan Efektmtas Pe‘

“Hukum Ul tanggai 27 Pebruari 1988,

4. Wajib pajak.
5.  Aparatur Penagihan,



D&n kehma unsur yang muﬂak

1tu kanu hanya akan membahas se-

cara. mendaiam apa. yang . tereantum

da}am buhr 3 dan 4, sedangkan Iam ;

nya hanya akan kami bahas, seperiu—
nya saja,

Khususnyé mengenal wa_ub pajak_

akan .kami . bahas. hubungan .antara

pelaksanaan. PBB dengan..penghasilan

ke'_na pajak dari wajib pajak. . -

Latar-Belakang

Dalam hidup manusxa da,n hldup:
masyarakat tanah mempunyal perarn-
an _yang sangat penting, karena tanah .
{b:uk dimiliki sendiri atau. tidak) me-

rupakan kebutuhan pokok/primer dari
rangkaxan
pan”. Yang dimaksudkan dengan pa-
pan, adalah tempat pemukiman (ru-

mah dan tanah), dan pangan.adalah.

hasil yang keluar dari tanah, Jadi ta-
nzh dalam hidup manusia merupakan
tempat pemukiman (woon plzats),
tempat mendirikan perusahaan/pabrik

(vertigingsplants] dan .tempat untuk.

sandang, pangan dan pa- .

102 Hukum dan Pembangunan
Penerimaan Ipeda/PBB Sejak Tahun 1 5791980
Ipeda P A : y "'"Dalam mllyar ruplah o “Kenaikan
1979-1980 o 641, "
19801981 Rp 79,9 23,1%
1981-1982 Rp 876 9,6%
19821983 Rp 108,9 24,3%
1933 1984w «#Rp~130,3 19.7%.
19841985 Rp 1506 15,6%
1985 1986 . .. Rp 1674 v A1,2%
19861987 . Rp.284,0 AT2%
19871988 ‘Rp 274,0 — 3,5%
19881989 Rp 322,0 17%

mendapatkan mata pencanan (perta—
nian, petemakan perkebunan sawah).
Maka' oleh sebab itu hubungan antara_
manusia dan’ tanah it sangat erat..
Luas tanah terbatas, tidak bertambah o
sedangkan “jumlah penduduk makin
bertambah dan “tanah yang dlgunakan'_
sebagai kuburan makin meluas, sehing- -
ga ini berarti bahwa rasio jumiah pen-.
duduk dan lias tanah men_]&dl kecil.
Dan ini menunjukkan secara “ekstrim
tendensi selalu menaiknya harga tanah,
karena permintaan akan tanah selalu
menaik sedang penawaran tanah kon-
stan, karena huasnya tidak bertambah.
“Indonesia ‘merupakan negara yang
masih agraris, sehingga tanah dalam
hidup manusia ‘Indonesia mempa;{an
kebutuhan yang ‘'sangat ‘pokok. Masa-
lah ini lebih menjadi rumit,- karena
penggunaan tanah adalah macam-ma-
cam, sehingga antara penggunaan ta
nah terdapat semacam persaingan,
yang selalu dimenangkan oleh pihak
yang berani membayar lebih, walau-
pun dipandang dari sudut masyarakat
kurang efekiif. Satu hal yang ingin



Perkomﬂn B ek

; saya kemukakan di sini 1alah keduduk-"-

'_ an’ tanah ‘dalam masyarakat Pancasila.

Tanah ‘dalam ‘masyarakat Pancas:la'

. yang erdasarkan kekeluargaan dan go-

: ‘seluruh buml air- dan
ruang 'angkasa
alam,? ‘yang  terkantiung di dalamnya

dalam: ‘wilayah Republik Indonesia se-~
bagai karunia Tuhan Yang Maha Esa’

adalah'bu:m air. dan ruang angkasa
ndonesxa -dan merupakan.ke-
kayaan ‘nasional.
bangsa Indonesm dan bumi, alr dan

ruang. angkasa adalah hubungan yang'

bersxfat ‘abadi (ayat 2).
Seian]utnya Pasal 2:berdasarkan ke-

_tenm_an ‘Pasal 33iayat:3-UUD*1945,"
bumi,air:dan ruang angkasa, termésuk :
kekayaan- alam yang tetkandung di da-~
lamnya; - tingkatan - tertinggi “dikuasai
oleh negara, ‘sebagai orgamsam kekua-

saarseluruh rakyat, °

Penguasaan oleh negara itu menga'n- 5

dung ‘wewenang untuk-menggunakan

bumi, 'air’ dan kekayaan “alam ‘itu un-
tuk mencapai sebesar-besarnya kemak- -
muran ‘rakyeat dalam arti-kebangsaan;

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam

masyarakat dan Negara-Hukum Tndo-

nesia - yang merdeka, adil dan makmur
(Pasal:2-ayat 3 UU No. 5 Tahun19560).

Selanjutnya Pasal 6 undangundang’
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria menentukan bahwa semua hak
atas tanah mempunyal fungsi-sosial.
Mempunyai- fungsi ‘sosidl atau ber-

‘yang ‘mempunyai hak, maupun’

termasuk “Kekayaan

Hubungan: antara

fungsi “sosial * g menganéung am
bahwa ‘sermua’ ‘hak' atas . tanah
ada pada’seseorang ‘tidaklah dapa
benarkan, d1pergunakan (atau tidak
pergunakan) -semata-mata “untuk
pentingan pribadinya, apalagi kalau
itu menimbulkan kerugian bagi masya-
rakat’ Penggunaan tanah harus d"
suaikan dengan keadaannya dan
hakriya dan supaya’ bermanfaat ‘ba
bagi" kesejahtéraan: dan kebahagia

manfaat bagl masyarakat dan 1 o
Fungm sosml tldak berart; bahwaf._ :

kepentingan perorangan (yang mém-'i_ B

puniyai hak) akan terdesak. samasekah_f
oleh kepentingan umum/masyarakat,
Undang-undang Pokok- -pokok Agrana
memperhat;kan pada kepentmgan }ce-"' '
pentingan perorangan. . +

Kepentmgan perorangan . dan ke .
pentingan masyarakat sahng menglm-
bangi, sehingga pada akhirnya akan
tercapal . tujuan pokok, yaitu kemak..
muran, keadilan dan kebahagiaan bag1
rakyat’ seiuruhnya Berhubung dengan
fungsi sosialnyamaka .yang mempu-"
nyai ‘hak berkewajiban memelihara ta-"
nah -itu baik-baik agar bertambah ke-*
suburannya seria dicegah kerusakan:
nya, baik untuk tanah an sich, maupun
untuk lngkungan. Kewajiban memeli-
hara tanah’itu tidak saja- dlbebaukan"'
kepada “pemiliknya’ atan pemeganp’
haknya, melainkan'menjadi beban juga

dari setiap orang, badan atau ‘instansize.

yang mempunyai imbungan dengan ta- ;
nahitu. -
Dalam’ pemikiran penulis, tanah Ju-"
ga merapakan alat untuk mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan bersa-
ma, sehingga tanah bukan semata-ma-"
ta merupakan masalah bagi si‘pemilik-"
nya atau bagi'vang mempunyai hak.”
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szbui _pertanyaan sejauh;mana, ma-

kepentmgan' utﬁum dan sebagamya.

Kami tidak k

mpersoalkan hal-

Pemermtah melaluz Pehta .berusaha_-

membentuk masyaralxat yang adﬂ dan

an yana pentlng Pemermtah bemsaha
agat setiap orang mempunyai seb1dang

tanah - untuk bz,rpljak sebacm papan

dan sebaga1 sumber pangan sejauh
mana tanah yang d1ﬂunakan sebagal
“papan” dan ’ sumber pangan” dapat

dipaj akz'? ‘Hal ini akan kamz bahas leblh :

Ian}ut ch belakana

Unsur Peraturan Perundang-undangan

Pasal 23.(2) UUD 1945 menentu-

kan_b_ahwa. ’Segala pajak untuk kegu-
naan Kas:Negara berdasarkan undang-
undang’’. .

Dan hal ini benar dipenuhi, . = =
-Pasal 23 (2) UUD 1945 it tldaic
saja merupakan stmber hukum-formal

dari. pajak, akan tetapi-di dalamnya.
memuat falsafzh yang lebih mendalam, -
yanu bahwa sesuatu yang mengenai.

hak asasi ;_akyat harus dengan persetu-
juan rakyat. Tidak mungkin pemerin-
tah memungut pajak, tanpa. persetuju-

a1 Dewan Perwakilan: Rakyat. Pernah -
datam pemermtahzm Orde Lama. dipu-

ngut pajak-pajak vang tidak diminta-

kan persetujuan dari Dewan Perwakil-

an Rakyat seperti Materai. Revolusi,

ha te;sebut didtas, kami hanya: ak:an_
membahas soal mIa1 tanah dan pajak:

Tadi Pajak atas-tanah dan
Bangunan harus juga berdasarkan UU. -

Hukum dan Pem béngun&rj: .

Sumbangan Wajib Istimewaatas Harta

tidak gerak dan atas Kendaraan ber— .

motor dan sebagamya L
Masalah peraturan perundang Ug--
dangan. sebenarmnya lebih mendalam la-
gi tidak hanya harus dengan. undang-__g :
undang . tetapi isinya harus adil dan’
memberikan. kepastian hukum. Kami:
tidak akan memperdalam soal kepasti::
an hukum dalam tulisan sesingkat ini
tapi jika para pembaca i ingin. mengeta—_;_'
hui lebih luas lagi tentang kepastian
hukum, kami persjlahkan - membaca:_
buku:. Pajakrpajak Ditinjau dari Segi .
Hukum..» Di samping:kepastian hu-.
kum, soal ‘sistematik pe1lu mendapat-.-
perhatian khusus. : et

Sebagai contoh dapat dlkemukakan :
bahwa UU PBB dalam Pasal ‘3 ayat'3”
menentukan batas nilai jual ‘banginan™
yang d1bebaskan ‘dari * pajak “adalah”
Rp 2.000.000,~ Ketentuan ife ‘mems”
punyai maksud agar ramah-rumah rak:"
yat yang ada di kampung-kampung
tidak akan kena PBB. Tetapi terlupa-
diberikan juga batas . terhadap ‘tanah;-
yang dimiliki petani kecil; sehingga -
petani -yang hanya memiliki sebidang
tanah seluas 200 m yang ditanami de--
ngan Jagung harus penuh membayar--
AT B

Andalkata -tanah . 1tu mfzu Juainyaf
dimasukkan dalam kelas 40 (nilai jual -
per m? antara Rp 250 s/d Rp 300),:
maka PBB per m* berjumlah Rp 0,28
dan pajak seluruhnya berjumiah 200 %
Rp 0,28 = Rp 56,—. o

Karena tidzk.ada ketentuan mini-
mum, -pajak- sebesar itu harus juga di-*
pungut.. Apakah hal ini merupakan ke-
tentuan. yang efektif. Saya rasa biaya-
administrasi, dan biaya pegawai lebih .
mahal daripada pajak yang harus di--
pungut. Apa sekiranya hal yang kami -



-'-kamukakan itu dapat d1' "dﬂ{an mas k'_.

Kamﬂa Pa]ak Bunn dan- Bangunan

‘belum - menganut: 'sistem © self: assess-

ment; maka aparatur ;perpajakan yang
. menetapkan :Surat! Ketetapan Pajak’

(Surat: Pemberitahuan Pajak Terhutang ;
atau disingkat SPPT) masih’ mempu-"

nyai peranan yamg Sangat penting),

sKurang’ iegas, :apakah-yang chanut ;
oleh Direktorat Jenderal Pajak itu sis-"

tem _timbulnya hutang. pajak. berdasar-

kan -ajaran | material atavkah ajaran for- .

mai Saya condong mengatakan bahwa

yang dianut adalah. :ajaran formal, se-.
bab; kaiau tldak ada . SKP/SPPT, D1—-

re_l;to_;at_ Jenderai__}?a;ak_ tidak akan

melakukan penagihan, - karena . tidak .
ada, SK?/SPPT menyrut: aiaran formal -

itu berarti t1dak ada hutang pajak. .

Untuk dapat menetapkan SPPT d1- :
perlukan data.dari wajib pa;ak dan da-..

'dapat dari, Surat Pemberita-

huan pajak. yang, khusus, untuk PBB di- .
sebut surat. Pembentahuan Ob}ek Pa-.

jak, atau SPOP. J adi dapat. dlkeluarkam

nya, S?PT bergantung pada ada élma-_i_
sukkannya SPOP oleh Wa]lb pa}ak Wa-

© laupun SPT dalam  pajak-pajak meru-

pai{an hal yang lanm namun bagi rak-
yat bxasa hal ini merupakan suatu hal

yang baru, Karena dalam pelaks_

Ipeda, Wwalau “secara formal harus
dimasukkan SPT, tetapi dalam prak
teL,’kenyataannya kebanyakan

wa_}ib pajak #idak menghuaukan pema
‘sukan SPT/SPOP itu SKP. Ipeda dite-

tapkan oleH pejabat berdasarkan data..

‘data yang ada padanya, baik yang di-
peroleh dari Kantor Pendaftaran Ta-

nahfKadaster ataul yang d1peroleh Ia g e

- sung dari pemneriksaan. e
Rupanya kebiasaaf ini masih dﬁan—f AR

jutkan oleh kebanyakan wajib pajak,
1eb3h__1e_b1_h_ karena.undang-undang ‘me-
netapkan . bahwa  wajib: pajak - harus
mengambil -sendiri blanko SPT/SPOP :
dasi Kantor Inspeksi Ipeda/PBB.
.jlfernyata_hanya kurang. lebih 10%

dari.wajib pajak PBB.yang memasuk- - <

kan -SPT/SPOP. Maka untuk, menge_]ar
jangan sampai pemasukan PBB menu-
run tahun 1986/1987 diambil kebijak-

sanzan untuk mengeluarkan SKP/SPPT
secara ex- ofﬁcw berdasarkan data Ipe-.
da yang ada di Kantor Ipeda. Keadal
yang sama teriadi dalam tahun anggar
an 1987/1988, bahkan . dari angka-

angka anggaran temyata hasil PBB .
turun 3.5% (lihat daftar di muka) Da— ;
i pengaiaman-penvalaman jtu kami -
menatik . kesimpulan, bahwa sxstem.j
SPT[SPOP untuk kebanyakan rakyat_;
kecil yang ‘kena PBB, belum membu-.
daya, dan sukar d1terapkan Tlmbul,-
pemiklran pada penulis apa. sekiranya -
sistem mendatanga waij pa]ak yang
dilakukan oleh petugas PBB dengan .
sekalian membawa blanko SPT/SPOP

vang disodorkan kepada wajib- pajak

untuk ditandatangani setelah diisi-de- -
ngan data: sesuai dengan kenyataan
tidak lebih efekiif. Lebih-lebih ‘bagi -
wajib pajak "yang ‘tempat: tinggalnys -
sangat jauh dari Kantor Ipeda. Dalam ~
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Ipeda dahulu. sistem *girik” (=SKP/ -

SPPT) juga tidek menggunakan SPT/
seop. . o
. Jadi_wajib. pajak PBB. harus dike-
lompokkan dalam 2 kelompok. yaitu:
1, Kelompok yang dianggap -mampu
. mengambil._sendiri. blanko SPT/
. SPOPdan’ menyerahkan kembali
. kepada Kantor Ipeda, setelah diisi
_dengan data_ mengenai objek kena
2::Kelompok  kedua, vang lazimnya
#terdiri dari wajib: pajak rakyat kecil
~yang tidak-mampu dan tidak biasa
“memasukkan SPT/SPOP yang keba-
“nyakan ' tinggal' di' pedesaan -yang
letaknya® jauh' dari ‘Kantor Ipeda/
PBB, SPT/SPOP diisikan oleh peja-

bat' “dan::diminta ditandatangan -
oleh wajib' pajak yang bersangkus

am,

:H__zi_iiyz'i__: saja ‘harus _diac’l:a_kan_' peng-

awasan yang ketat, jangan sampai ke-
sermpatan ini disalahgunakan oleh peja-
bat 'yang menguntingkan. dirinya dan
merugikan negara, &

“Peraturan’ pelaksanaan yang dibuat’

oleh pelaksana supaya disede rhanakan
jangan terlalu membebani wajib pajak.
Surat ‘pembesitahuan/SPOP seperti di-
tentukan dalam lampiran SK Menteri
Keuangan “No. '1002/KMK.04/1985
tanggal 28 Desember 1985 menurut
penilaian kanii terlalu rumit yang su-

kar - dimengerti oleh rakyat kecil

Undang-undang sendiri tidak membuat

Klasifikasi dalam: ~ _ _
- ‘Tanah persawahan/perladangan.
. Usaha bidang perkebunan.

- Usaha bidang pertambangan.

- Usaha bidang kehutanan.

- Usaha bidang peternakan. -

. Usaha bidang perikanan.

St B W R e

Hukum dan Pem bangungn.

7. Perumahan, - .. :

8. Usaha di bidang industri, e
Tetapi SPT/SPOP. membuat pengklasi-
fikasian demikian, . .~
cDalam makalah kami untuk. diskusi
pada tanggal 15 Januari 1988 di Fakyl.
tas Hukum, bidang kajian hukum ka.
mi telah menguraikan bahwa sebaik-
nya tanah -itu dikiasifikasikan sesyai
dengan . tujuan penggunaannya, dan
masing-masing kelompok bila perln di--
bagi lebih lanjut dalam kelas-kelas;
yang masing-masing mempunyai nilai
jual; yang sangat bérlainah._PeﬁgI&Ié{:
sifikasian tanah secara langsung dalam’
50 kelas menurut pendapat saya ter
lalu kasar dan sukar diterapkan secara :
menyelurull untuk usaha di berbagaj
bidang. Juga untuk menetapkan nilai
jual tanah lebih ‘mudah jika sudah di- .
kelompok-kelompokkar,

Objek Pajak dan Sistem Registrasi Ta-

Yang menjadi - objek pajak bumi
dan bangunan adalah tapah (terma-
suk perairan) dan bangunan. Yang di-
jadikan dasar penghitungan pajak (fax
base) adalah nilai jual tanah dan ba-
ngunan (objek " pajak (NJOP ). Yang
menjadi masalah jalah bagaimana me-
nentukan nilai jual tanah atau ba-
ngunanfobjek pajak? Undang-undang
dalam Pasal 6 ayat 2 UU PBB menen.

‘tukan bahwa besarnya NIOP ditetap-

kan setiap tiga tahun oleh Menteri
Keuangan, kecuali untuk daerah ter-
tentu ditetapkan setiap tahun sesual
dengan perkembangan deerahnya. Da-
lam menetapkan nilai jual Menteri
Keuangan mendengar pertimbangan
Gubernur serta ‘memperhatikan gsas _
self assessment. Dalam ketentuan
umum Pasal 11 UU PBB diberikan



dan cara menghltung pajak atau per-
aturan lain yang-lebih rendah” dan-
pada uridang: undang, asalkan’ saja un-
dang-undang memberikan delegatzan
of authority untuk maksud itws
Menurut ketentuan umum (Pasal
1.ayat: ke—3) NJOP:adalah harga rata-
ratd.yang: d1pero£eh dari transaksi -jual
beli yang terjadi secars wajar, Tidak
diptraikan - lebih lanjut;<apa-yang-.di-
sebut dengan harga! rata-tata. Tetapi
menurut pikiran yang-logis-{common
sense) harga rata-rata-diambil ‘dasi be-
berapa-harga yang pernahterjadi, di-
bagi:dengan jumiah:transaksi, =
Saya:berpendapat ‘bahwa' kétentu-
an ‘tersebut »di-atas" didasarkan+kepa-
da. pemikiran ‘vang kurang wajar, ‘ka-
rena .penjualan: tanah tidak sering ter-
jadi.seperti penjualan kacang. -Mung-
kinchanya: sekali-terjadi;:atau jikasier-
jadipenjualan beberapa: kali-tentunya
berlangsung- dalam: Jangka wakm yang
agak panjang. e
“Belanjutnya ketentuan umum it
menj elaskan,’ bilamana ‘tidak “terdapat
transaksijiial “beli, maka NIOP diten-
tukan ‘melalui perbaﬂdmgah harga de-
ngan objek lain yang'sejenis’ (di sini di-
akui pengertian perggunaan yang seje-

o7

nis) atau nilai perolehan baru atau
lat Jual Objek Pajak pengganti, (Istil
bam ‘yang tidak d1ben artmya ”) -

Kata ”atau .- ‘atau” ini pen

rah’ (tmgkat I atau tzngkat iI) un
menetapkan mlal ‘tanah untuk | mas;
masing daerahnya. Dan pula akan
bih mudah apabila tanah itu sudah’ d1—
kelompokkan dalam’ keiom;aok'sej enis
sesuai “dengan tujuan penggunaannya .
sepertl saya uraikan di muka, " 'f

“Lebin “sulit lagi” menetapkan ilai
jual fanah pertambarigan yang di atas-
nya terdapat hutan kayu. Apakah un-
tuk satu tanah mungkin ada dua ma*
cam “nilai Juai ob}ek pajak, suhmgga

dan ‘tanah yang sama dikenakan paj ak_"

yang ‘saling menindih. Bagmmana mlai
jual tanah yang dxgunakan untuk per-
kebunan ditentukan? Apa didasarkan
pada niilai jual ratarata, nilai pemleh-j
an baru atau mlm ]ual ob]ek pa]ak'
penggantz? ) :

Apakah ada cara 1am untuk menem
tukan ‘NJOP, umpamanya yang dida’
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sarkan pada hasil bruto rata-rata yang
diperoleh oleh usaha erkebunan se-
pértz"pemah‘dzlakukan di masa lampau
untuk verpondmg ongebouwd Hal-hal
yut diatas ‘periu. dlrenungkan
agar klta dapat menyempurnakan un~
dang—undang PEB.

srms' ;’fanah yang d1m111k1 oleh

masxh-" terdapat banyak tanah yang
belum’ dikonversikan, sehmgga ‘belum
ada surat sertlﬁkatnya Hal 'ini meng-
hambat pelaksanaan Uy PBB atau ka«
lau ‘toh’ dikeluarkan SKP/SPPT hal ini
sementara' dldasarkan kepada perkira-
an berdasarkan keadaan sebenamya

Ketentuan pemerintah yang meng-
haruskan. adanya sertifi kat tanah, jika
tanah it akan dijual di hadapan PPAT
merupakan kebijaksanaan yang sangat
baik dan banyak mendorong’ pemilik
¥ nt__uk segera mendapatkan surat
sertzﬁkat tanah.

Masalah benkutnya yamg men;adl
pokok tujuan makalah ini -ialah hu-
bungar pelaksanaan Pajak Bumi dan
Bangunan, pgrko_taan_ dengan Penghasil-
an. Kena Pajak. Pajak Bumi dan Ba-
ngunan menurut _sifatnya adalah pa-
jak kebendaan yang sifatnya zakelifk
atau onpersoon!z]k atau pajak yvang
ob]ektrf artinya bahwa yang menjadi
tujuan utama untuk dikenakan pajak
adalah objeknya (jadi bumi dan ba-
ngunan) dan orang yang dlkenakan
pajak baru. dicari kemudian, apakah

itu pemiliknya, atau yang menguasai-

nya, atau yang mendapat manfaat dari
objek pajak itu, hal itu bukan meru-
pa.kan pertimbangan yang penting. Ke-
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adaan atau status wajib. pajak (orang
atau badan) yang .dikenakan pajak,
z‘zdak mempengamhz besarnya . pajak,
Pajak 100% bezgantung pada keadaan
objeknya, . .

Memegang teguh pada ciri itu, .se-
ring menimbuikan kesukaran, Sebelum
karni mendalami hal ini, perkenankan-
lah, .saya terlebzh dahulu ‘menguraikan
szstem Pajak Bumi, (land. tax system),
D1 dalam . literatur _ terdapat berbagai
variasi. sistem  pajak atas tangh, .yang
dlterapkan atau pernah dlcoba diterap.
kan oleh negara-negara’. gdi dunja;
Sistem itu didasarkan pada empat hal:
1. Dasar pajak (1ax base); :
2. Cara pengenaan (methods of assess-

ments); . :
3. Struktur tarif; dan
4. Cara penagihan. .

Sedangkan’ dasar pa}ak (mx base} bisa

macam-acam yang dapat dxbedakan

dalam: - e

a;. Site value taxation, yang mengguna-

“kan sebagai dasar ‘pengenaannya;
nilai - tanahnya saja. fland value),

b. General property taxation, yang
mengambil -sebagai dasar pengena-
annya nilai -tanah dan -banguran,
PBB : kita . .menganut . sistem . ini.

c. Land ‘value  increment ‘taxation
atau betterment levies yang menge-
nakan pajak  atas perubahan/per-

. baikan. tanah/bangunan baik: pada
saat selesainya dilakukan perbaikan,

atau pada’saat dilakukan transaksi
atau pada saat dikelnarkan SKP se-
cara periodik,

d. Real estate transfer tax pa;ak yang
dikenakan atas jumlah nilai tanah
atau jumlah nilai kekayaan (tanah
dan segala sesuatu yang ada di atas-
nya secara tetap). Indonesia pernah
mengenakan - pajak semacam ini



. P.B;B,a.i_..?efkotaqn: iR

yang - disebut Pajak - Transfer: (pe-
mmdahan_hak atas) tanah' JEE

“hatian kan Juga d1benkan pada fax
mczden cF 'yaxtu smp'a sebenarnya vang
‘ me_ _1ku1 ‘beban pajak, dan bagaimana
hubungan beban Pa}ak Bumi dan’ Ba-
ngunan dengan Penghasﬂan wajzb pa-
jak * yang kena pajak Pemngkatan
Pa;ak Buml dan Bangunan tidak dapat
dlpandang lepas -daripada tujuan land
polzcy yang “dianut “oleh pemenntah
Tu;uan_ _Undang—undang Pokok Agrana
1alah '

_ - 'Mengadakan pembagxan yang achl dan
" merata atas sumber penghidupan rak-
:% %at*tani “yang ‘berupatanah, agar
ada spembagian “hasil :yang adil ‘pula.
Usaha ini diselenggarakan = dengan
mengadakan . batas-batas maksimum
“ dan minimum ‘milik ‘tanah, dan mak-
‘simum pengtiasaan -tanil orang lain
co:cdandedengan meiaksanakan pnn51p
oo tanak untuk tande o0
2. Mengakui hak mihk tanah sebagai
~ hak yang tezkuat (ian terpenuh yang
“*perfungsi sosial.”
13, "Memperbaiki Keadaan ‘sosial dan eko-
copomi rakyat Jtanicuntuk’ mencapai
 taraf . ;Jengmdupan yang -lebih tmggz
. ...dan Iﬂyak :
4. Memparkembangkan usaha rakyat
" “yang' berbentuk "koperasi ‘pertanian
::2dan ‘mempertinggl ‘produksi nasional
i, dan pendapatan nasionaloiifs S
5. Mengakhid sistem-sistem -tuan-tugn
tanah dan lain 1a.m sistemn pemerasan
seperti: '

Ta. Penghapusan ta.nahmtanah part:ke-'

Hir (particuliere londerijen),
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: 'b._'-Meniadékazi ZrOot; gréndbezir yaii'g o

-ierang .- me:ugikan kspentmgan'- o

.. rakyat.

e _Memadakén usaha-usaha peztam- o

““an yang bersifat monopolt

70 @, Mencegah adanyd akumulasi tas U

‘nak di sate tangan di satu pihak

-@an. di -lin. pihak . menjaga ‘agar .- .
1akyat tani tidak. menjerumus ke -

_arah paupensme atau kemlskm—

S an'yang fatal.
116, Last- but nof. Ieast"l}ndang-unda
i Pokok: Agraria smeletakkan: dasar-
"0 sarsbaru wntuk - mengubah striktur
ekonomi agrans menjadi ‘struktur-

: ekonorm, ‘yang berdasarkan pe:kem—
o bangan ‘industsi: dan agrans yang. 5e-
“:Uimbang, ‘dan” dengan demikian d:le-
~iritakkan juga salah satu sendi bagl ma-

. .isyarakat sosiglis Indonesia. . "

: Tujuan PBB - kecuali memasukkéﬁ

uang ke kas negara yang untuk’ mem-'_---

bmym ‘pembangunan’ di dderah”dan
memberzkan artz kepada otonomz drze-_
rah. :
‘Kalau karm berpangkal kepada
UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 danketen-
tuan Pasal ‘1 ayat 2, maka bumi, air
dan ruang angkasa termasuk kekaya-
an alam yang' ‘terkandung di dalam-
nya - di wﬂayah Republik - Indonesm
merupakan kekayaan rasional yang di-
kuasai oleh pemerintah Republik Indo-
nesia, dan oleh karena itu’ pemerin-
tah “masih-mempunyai hubungan dan
hak, atas tanah-tahah yang ‘telah di-
berikan kepada rakyat Indonesia de-
ngan bermacam-macam’ hak. Hubung
an itu sudah sewajarnya ada, karema
tansh: itutidak terlepas: dari land: po-
licy yang dianut-oleh-pemerintah R
- Pemenntah, dapat:menentukan ke-
gunaan “tanah; umpamanya untuk ta-
nah - permikiman, untuk:: pertanian,
untuk - hutan lindung, ~untuk: tanzh
suaka, untuk-jalan,” untuk transmigra-
si +dan -sebagainya. ‘Dan: di: samping
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itu; pemerintah - sebagai negara yang
berdaulat’ dapat® mengenakan pajak
atas tanah, sesuai dengan Jketentuan
_ UUD" 1945 PasaI 23 ayat 2, berdasar-
kan: kedaulatan pajak yang ada pada-
"f.f-:r53'rPajak atas tanah dldasarkan kepa-
“nildi ‘tangh yang Ianmnya ditentu-
Kan berdasarkan harga tanah. Yang
menjadi.. _pertanyaan. sekarang ialah
apakah pemenntah RILj jugaberwenang
ikut menetapkan besar kecilnya harga
tanah.” Secara langsung tidak mung-
km karena ‘harga barang menurut
dalil. ekonorm chtetapkan oleh jumiah
penawaran- dan jurnlah’ permintaan.
Di muka telah kami jelaskan bahwa
harga tanah mempunyai tendensi ma-
kin . hari .makin menaik, mengingat
bahwa Jumlah penduduk makin hari
makm meningkat sedangkan luas tanah
tetap dan tidak naik, bahkan dapat
berkurang karena tanah digunakan un-
tuk . kubu:an Harga tanah ini juga
sangat d1pengaruh1 oleh pembangunan
pemeriniah,. jika. pemermtah memnba-
ugun infrastrukiur seperti membuat
jalan-jalan, jembatan, saluran air, dan
komunikasi. lain,, maka harga tanah
akan dipengam}u oieh tindakan-tin-
dakan ita.

Juga pajak yang rhpungut atas ta—
nah mempunyai pengaruh atas harga
tanah. Pajak atas tanah itu mempu-
nyai daya menurunkan atau menekan
harga tanah.

Pajak Bumi yang dldasarkan atas
nilai tanah dan bangunan yang ada
di -atasnya - {general  property tax)
merupakan suatu  desincentif . untuk
membangun “rumah tetapi sebalik-
nya pajak tanah yang didasarkan pa-
da nilal tanahnya saja {site value taxa-
tion) : akan. mendorong pembangunan
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rumah karena jumlah pajak tidak akan
naik karena- pembangunan: rumah,
Tetapi sebaliknya - pajak tanah-yang
berupa . betterment tax: atau - lgnd
value increment toxation akan meng-
hambat - pembangunan, = gedung/ba-
ngunan Jlagipnla- pajak  tanah yahg
diamortisasikan memngkat harga ta-
nah. ; :
Pajak Burm dan Bangunan klta
yang sebenarnya merupakan. general
properry taxanon atau real property
tax yang didasarkan kepada pilai
tanah ‘dan bangunan merupakan ham-
batan_ bagi pembangunan bangunan
karena setelah ada pembangunan 1’11131
yang dijadikan. dasar untuk pengena-
an pajak, natk sehmgga pajaknya Juga
naik.

Yang dipertanyakan sekarang 1alah
apakah Pajak Bumi dan Bangunan
sekarang ini sesuai dengan Kebljak
sanaan Pemerintah yang sedang mem-
bangun dan b_e_:maksud memberi kese-
jahteraan pada setiap penduduk agar
masing-masing mem:hkl tempat tinggal
yang }ayak '

Dmnjau dari seg1 Jtu sebenarnya
dasar . pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan kurang serasi dan kurang
terpadukan kepada tujuan pembangun-
an. '

Mustinya dalam era pembangunan
ini hasrat membangun jangan di-
hambat oleh pajak-pajak khususnya
Pajak ‘Bumi ‘dan Bangunan. Untuk
dapat mencapai hal itu pemerintah
masih perlu memberikan fasilitas da-
lam bidang perpajakan, khususnya
Pajak Bumi dan Bangunan, untuk
menghilangkan efek menghambat PBB
vang didasarkan pada nilai tanah dan
bangunan. Walaupun fasilitas perpa-
jakan sudah dihapus, hal ini tidak ber-



- PBB.di Perkotaan: i

art1 bahwa pemermtah tidak: boleh

__nkan fasilitas perpajakan,-
vibrlebih: Kkalau: ini untuk ‘mensuk-
' ~'ftu}uan pembangunan, dan un-

Elgl _sendm ‘dengan -keluarganya,
mengeluh ‘atas dikenakan Pajak Bumi
dan® Bangunan ‘yang’tidak “terbayar

dari pensiun yang diterimanya. Juga’i

pegawai yang- masih menjabat,” yang

membeli’ Tumah yang - dicicil selama:
10 sampm‘ZO tahtin, juga tidak-luput

dari /perigenaan’ PBB; yang men_uru't
ceiita mereka dianggap berat.™ =

 Timbiul* pernikiran' pada ~penulis,”
mengingat tuJuan ‘pembangunan ' na-

sional, “untuk ‘memberikan kesejahte-

raan yang merata kepada seéiuruh”

bangsa -Indonesia; ~dan’ agar setiap
orang ' dapat - memiliki® tempat ting

gal;~apd “salahniya jika - pemerintah-

untik maicsud itu membenkan kelong-
garan pa]ak ‘kepada setiap warga ne-
gara” dalambidang PBB, agar setiap

warga negara dapat®tanpa banyak rin=

tangan memiliki‘sebush ramah tinggal.
Hal “ini“supaya’ dibatasi cukup ‘pada
satu-irumah sijg yang sangat ‘diper-
. lukan:untuk tempat tinggal baginya
beserta keluarganya. Jika ada rumah
kedua ‘atau ketigs, rumah-rumah itu
tetap” "dikenakan - PBB sebagalmana
mustinya.

‘Hal vang kami usulkan itu didu-

kung" oleh falsafah sebagm kami ke~_

mukakan ‘di bawah ini.

*“Terlebili” dahulu “kami harus meli-

ang: mempunyal mmah yang

hat szfat dari {Pajak: dan ‘Bangunan.’:
Pajak “Bumi' ‘dan” Bangunan idiiritrod -
duksxkan 'sebagai” ‘pajak “yang meng~_'
--bermacam»macam pajak yax"'

§ -:Vexpondmg SRR

2. Inlands Verpondmg e
37 Ipeda’ et RN

4 Pajak-Kekayaan

5. Pajak Rumahtangga AR
6: Pajak Jalandan® =7 "o N

7. Pajak-pajak “lain'yang’ djkenakan'“"" S
“"atas tanah oléh Pemeriniah Dagra

Sebenarnya. sxfat pajak yang telah di-
hapus tidak semua sama . dengan s;fat_
PBB \
“Ada yang bersxfat pajak atas. kek
yaan/mlal harta tidak gerak, atau be
sifat ‘pajak_atag pembelangaan (vert
rmgs belastzng} seperti pajak rumah-,
tangga ‘Pokoknya yang jelas PBB;
bukan pajek ates penghasilan ‘tetapi
lebih bemfat ‘pajak  atas kekayaa__,:
(property rax)/pajak atas harta ttdak"
gor e T =
Kalau kita melihat ke belakang ke-_“
pada pajak kekayaan yang “telah di-
hapus,” maksud pemerintah (jajahan)
adalah untuk memungut pajak tam-':
bahan atas pagak pendapatan yang
dlkenakan kepada. setiap wajib pa-
jak, jadi sebenamya pajak kekayaan
merupakan surplus pajak pendapat«:
an. Oleh karena. itu. persentase - pu-
ngutannya adalah kecﬂ sekali (1 pro-
mille). ¥
Latar—belakang pem1k1rannya 1aEah :
bahwa orang yang memperoieh pen-,
dapatan dari_harta tidak gerak. (ta-,
nah- mmah) Jzka dibandmgkan dengan
orang yang memperoleh penghasilan -
darl  tenaga dan pikirannya, berada
dalam posisi yang lebih baik, karena
hasi! yang keluar dari ‘harta kekayaan‘
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(tanah. dan barigusian) tidak bergan-
‘tung-kepada keadaan fisik si. pemilik-
nya' Walaupun pemﬁlknya ‘sakit atau
tidak - bekexja pendapatan .akan terus
.mengahr atan dengan lain perkataan
dapat disebut, orang itu-mempunyai
Daya  Piful yang lebih besar justru
.daya pikul yang lebih besar itu mem-
-benarkan dlkenakan pungutan tam
bahan,

Di lain plhak ada falsafah yang
-menghambat dikenakannya pungutan
ekstra.itu, jika. harta kekayaan itu
tld membenkan hasil. .

Pajak kekayaan yang dlkenakan ha-'
rus dapat dibayar dari hasil yang ke-
luar dari kekayaan itu, Kalau ini tidak
mungkm‘ maka pemungutan pajak ke-
“din takan sebagai tidak adil,
_ manusmw: karena menggrogon
harta kekayaan artinya karena harta
kekayaan ity tidak mengeluarkan hasﬂ

maka untuk dapat membayar. pajakg
kekayaan yang terhutang, harus dijual
sebagian dari harta kekayaan itu, dan

jika proses ini berlangsung sscara terus-
menerus secara logis, akan habis harta

kekayaan 1tu hanya karena pungutan_

pajak.”

Hal ini menjadx ‘rasalah’ banyak pa-

ra janda pegawai dan pensiunan yang
tidak mampu membayar PBB, karena

pensiunnya atau penghasilannya tlclak_=

mencukup1 sedangkan tanah-rumah
itu tidak memberikan penghasxian ka-

rena-ditempati sendiri. Permerintah da

lam hal ini berdasarkan kebjjaksanaan
(bukan karena undangundang) telah
membenkan keringanan kepada para

pensiunan (pegawai) berupa potongan'

PBB ‘sebanyak 25% dan PBB yang ter-
hutang ’

D:tm}au dan segz ekonomis PBB

mempakan jumlah yang mengurangi
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penghasilan:: wajib - pajak, karena ru:

mah yang . ditempati - sendiri, "tidak
mengeluarkan hasil, sehingga PBB ha:
rus.dibayar-dari penghasilan yang ber-
asal «dari sumber lain. Hal-ini-mengu:
rangi ‘daya beli seseorang. Mengingat
bahwa nyatanya “jumlah PBB ‘untuk:

tahun-1987 lebih besar daripada PBB .
tahun: 1986 ' dan sebelumnya, - makaﬁ-_

kemunduran penghasilan ‘wajib. pajak.
sangat terasa, dan:ferdengar banyak
keluhan, Dengan adanya kenaikan PRB.
itu para pemilik tanah/bangunan ygu;;g;
berpenghasilan . tetap : terpaksa ‘meng-.
adakan - perubahan. poIa hadup/penge-

tuaran.,

-Di sidut lain, kamd mengamatl Juga:
bahwa justru -tanah itu dijadikan alaz .
spekuinsi . oleh. orang-orang .fertentu
yang beruang (spekulan) dan untuk
mendapatkan keuntungan yang besar.
orang-orang jtu tidak segan-segan mela-
kukan pengeluaran yang tidak sedikit. .
Hal itu banyak juga dilakukan oieh_
real estate, £

Seperti telah kami uraikan ch muka, :
harga tanah menunjukkan tendensi
makin meningkat. Banyak orang kota-
yang beruang membeli tanah di ping- .
giran kota atau di tempat lain. Mereka.,
lihai -mendapatkan informasi tentang.
DPlanning kota, atau Planning perta-
nahan, - sehingga. mereka tahu lebih.
dahulu bagian mana yang akan terca-
kup . oleh planning atau disediakan .
untuk pembangunan  suatu proyek.: .
Harga tanah naik, juga karena pening- -
katan infrastruktur, adanya jalan, jem- :
batan, pelistrikan, air minum dan seba-
gainya.

Sistem PBB kita tidak mengena-
kan pajak atas kenaikan harga tanah,
karena perbaikan atau karena pening-
katan infrastruktur, sehingga para



paa diparhotaan”

_spekuian dapat mempero}eh keuntung-
' -anyangbesar C et
- Kita tidak mengenal pagak __,tas
~tanah - (y g dahulu “ada

pemah merhungtit pagak atas kenalk
- an harga tanah Benar. ora.ng yang men~

berapa" banyaknya para spekulan itu
yang dapat lolos dari ‘pengenaan‘pajak
penghasitan. Maka' oléh sebab ity ka-
mi_berpendapat bahwa paling tepat
]1ka pajak yang dlkenaka.n tu” ‘dikait-
kan pada tanali itu pada saat ‘dilaku-
kan jual beli ‘di hadapan PPAT. Tika
dernikian’orang ita ‘tidak ada kesem-
patan “untuk “lolos; karena ‘jual ‘beli
tanah  harus “dilakukan i - hadapan
PPAT; dan-denpan: mudah dapat di-
pungut pajaknya. ¢ T

Menurut kebiasaan pajak yang ter-
kait ‘pada ‘harga barang, lebih mudah
dibayar daripada pajak-yang dikenakan
atas’ penghasilan. Hal:ini*dapat dime-
ngerti juga ‘karena pajak’ penghasilan
bam terhutang pada:akhir tahun dan
dibayar sesudah tahun pajak “yang
bersangkutan ‘berakhir 'dan sementara
ith ‘mungkin vang yang diterima dari
penjualan ~tanah - itu -sudah habis - di-
belanjakan - tanpa ‘memikirkan “pajak-
nya; - Tapi kalau pajak:itd dikaitkan
secara langsung-pada- objeknya {tanah)
peinungutannya lebih mudah dan lebih
terjamin.

Di muka telah kar_ni jelaskan bahwa
PBB bukan merupakan pajak atas
penghasilan, melainkan merupakan pa-
jak “atas nilai jual objek pajak.’ Dan
nilai jual objek pajak penentuannya

1;21_3.‘1 -

bermacam-macam. Nilai jual‘objek ) pa- -
jak: penetapannys ‘didelegasikan kep
da Menter Keuangan., ..

Mula«mula dltetapkan dengan Kep.
Men. Keu. No. "1003/KMK. O4l 19 '
tanggal 28 Desember 1985" yang
mudian’ (hganu dengan SK Men K
No 22]KMK 04/1986 tanggal 15
nuari ;. 1986 bese;ta 1amp1ran 1amp
annya. .

mi 'dak_ akan mendalamzca_r_
_I OP it hanya di“sind _akan'--:
Kimi sebut bahwa “fanah-tanah yang
produktif; lazimnya NJOP-nya ditetap-
kan:dengan dasar kasil bruto rata-rata;
Dengan * demikian- -maka ternyatalah.
bahwa PBB sebagai. pajak-yang objek::
tif,” khususnya mengenai’ tanah-tanah
yang: produktif masih’ada: kaltannya; |
dengan hasil tanah itu (productivitas):
atau -dengan .:income ‘pemilik tanah
ite :{bukan :penghasilan ‘kena .pajak).:

~Mengenai:: pengertian- hasil:-bruto-
masih -terdapat. kurang ketegasan, jika’
mengenai tanah pertambangan, sebab:
khusus-di: pertambangan terdapat ma-’
cam~-macam: pengertian hasil -bruto.:
Hal ini merupakan suatu studi khusus'
yang --perlu. diperdalami. Mengenai
NJOP :dari tanah-tanszh - vang -meng-
hasitkan yang ditentukan 10 x -hasil
bruto ‘rata-rata, atau hasil tahunan-
atan 7 x hasil tahunan kami akan
menguraikan sedikit tentang asal mula
multiplikator 10 atau 7.

*Kami berpendapat bahwa multlplo-'i.
kator itu bertalian demgan suku bu-
nga {interest rate) dan rentabiiif,as
Suku bunga waktu duly rendah se-
kali ‘yang-berkisar antara 6% sampai
10% setahun sedangkan rentabilitas
modal  berkisar antara 10% sampai
15%. Artmya kalau saya satu tahun
menerima bunga sebesar 10%, umpama
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Rp 100.000 - itu: berarti. bahwa .mo-
dal yang membenkan -bunga. i

10 atau 10 X Rp 100000

' adalah.—-... (pada tmgkat rentablhtas
15%). atau 6.2/3 x Rp 100.000,~ =

.tab_ _tas lebin tmggl dan suku bunga

:Pada . waktv ini suku. bunga (resmi)
berktsar antara *16% -sampai: dengan’

20%.:dan rentabilitas modat. berkxsarf
antara 20% sampai 30%. - e
:Berdasarkan angka-angka jtu muln-
plikator syang diambil patokan :dalam
surat’ Keputusan - Menteri - Keuangan
Nomor 22/KMK.04/1986 sebesar 10,
menurut :pendapat saya agak tinggi,
yang -pada-hemat kami-hanya kuring
lebth .5::Jadi-kalau: angka'-10 .itu “di-

ambil- alih : begitu 'saja, ‘dari peraturan:
lama, maka-sesungguhnya kurang te-’

pat:dan perlu dipertimbangkan: Iagi.

Hal ‘ini dibuktikan dari bunga depo-

sitoberjangka. Kalau saya menerima
bunga: deposito berjangka setahun se-
banyak: Rp 1.000.000,— berdasarkan
suku-bunga 16% hal ini berarti bahwa

uang deposito seya 10
usaha/keumungan bersih yang kami
peroleh itu Rp 1. 000 000,— maka ini
berartl bahwa modal usaha saya, ber—
dasarkan angka rentabilitas 20% adalah

128 % Rp 1.000.000,~ = Rp5.000.

000,—. Hasﬁ bruto lamnnya pursen-_

tasenya lebm besar, daripada hasil ber-
e1h maka dengan éemlkxan multipli-

a Kes:mpu]an

Rp 1.000.
000,~ = Rp 6.250.000,-. Kalau Aasil.

Hukum dan Pem bangunan . )

kator akan leblh kecil dari 5.

1 Pajak Bumi_ dan Bangunan bukan'
Y mempakan pa;ak atas . penghasxlan
 tanah dan bangunan tetapi merupa-
. kan’ pajak atas mlal tanah dan ba-
'ngunan Y 8.

2., Pajak Bumi. dan Bangunan meng— _
.gantikan pajak_ kekayaan dan bersi-

_:fat pa_]ak atas harta kekayaan, %

3. Pajak- Burm dan. Bangunan Iudoﬁm_‘” o

‘sia merupakan -general . property
faxation yang menggunakan. seba-
.gal  dasar pemungutan nilai, tanah
-dan bangunan. .
4. Indonesia tidak- mengenakan land
value increment taxation atau bet—
. .terment levies, . .
5.:PBB . ‘menghambat pembangunan
-gedung dan kurang serasi:dan tidak
terpadu dengan usaha pemerintah
+dalam pembangunan untuk memu-
dahkan setiap orang memiliki -
- mah tinggal
6. PBB tidak mengenal dan t1dak mes
nerapkan. - pengelompokan . tanah
dalam penggunaannya -melainkan
langsung membagi objek PBB dalam
.kelas-kelas, yang menyukarkan pe-
nerapannya,
7.-PBB atas tanah dan bangunan yang
- dimiliki orang dan ditempati sendi-
ri, - yang -tidak mengeluarkan hasil
~-merupakan beban yang dirasa -berat:
8. Untuk PBB. atas tanah perlu juga
diberikan batas -yang dibebaskan
-dari- pajak  seperti halnya dengan
pembebasan sebagian dari nilai ge-
.. dung.
8. PBB merendahkan harga mmah dan
tanah .
IO._-PBB hams dapat chbayar dan hasﬁ
. yang keluar dari tanah dan bangun-
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o sebab kalau tidak™ &em1k1an' 13 N}OP ‘cara’ penetapannya benna»-
_pungutan itu. sakan -bertentangan-= --came-macam;: dan; perlu- d1sesualkan
;- dengan, rasa kead'__ L. j :
11, Di Indonesm tida
.pgutan atas. transfer, tanahi. Seba
‘nya pungutan yang' pernah ada”

pajal :
. dari rakyat kecil masih perlu- d1
*‘berikan “bimbingan sehingga mam-'

5. "dlhldupkan kembali. pu memasukkan SPT/SPOP. 5
- 12, Tanah -banyak digunakan .sebagai 15. F Pemasukan SPOP di desa—ciesa su- :
alat “spekitlasi - oleh orang-orang - paya disederhanakan.

yang beruang Dalam hal ini rakyat_ 16. Multiplikator untuk mendapatkan -
: yang ’ 7 NJOP yang ‘ditentukan pada angk
. terlan tinggt dan tidak
gl ‘dengan ‘tingkat ‘sukubu ga_'--:
“dan tmgkat rentabilitas. Multlphk -

“yang dxbebankan kepada pemlhk'
: '-"tanah ch sampmg pajak atas capztal_ © toritu pahng tmggl adalah 5
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"KEMUNGKINAN TERJADINYA PENCEMARAN
. AKIBAT PENAMBANGAN DASAR LAUT DALAM

... ... .. ' 'DI'LAUT BANDA
- DITINJAU DARI SEGI HUKUM LINGKUNGAN

eluang untuk mengelols pemanfaatan sumberdaya alam laut di Indonesia
wat luas. terbentang, mengingat potenst wilayah lautnya, Sedemifian
Iugs peluang it namun_sampai saat ini dirasakan. masih minim ‘sekali peman-
Jeatannya. Di masa depan yang tidak lama lagi ketika berbagai sumberdaya alam
daratan inakin terasa keterbatasannva, maka pengembangan perhatian yang lebih
besar terhadap eksplorasi dan pemanfuatan sumberdaya alam laut menjodi ba-
gian dari tantangan bagi peningkatan kesefahtergan hidup bangsa. Seiring dengon
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka berkembang puly carg
pengelolaan secara ekonomis berbagai sumberdaya alam laut, Seperti penambang-
an- dasar-laut -yang snembutublan teknologi yang lebih rumir, Perkembangan
ini juga akan mengundang keteriibatan yang ‘makin besar pada pihak swasta,

Lulisan ini ingin mengintroduksitan hal-hal yang_ perly dilakukan dalam meng-

antisipasikan perkembangan itw, tenttam segi pengaturan kegiatan pengelolaan

Sumberdaya alam laut yang potensial melak_;;{;an pencemaran laut,

Pendahuluan

_.Merupakan suatu kenyataan, bahwa

manusia pada dasarnya adalah makh-
luk-daratan, hingga perhatian dan wa-

wasannya lazim lebih tertuju kepada-

daratan: Namun. dalam arah pemba-
ngunan manusia dewasa ini dengan
jumlahnya yang makin meningkat, ter-
nyata daratan menjadi makin tidak
mampu lagi untuk menyajikan segala
sarana penyangga hidup manusia, se-
perti pampak menjadi makin susutnya
kemampuan daya dukung daratan.
Bahkan sementara jenis sumberdaya
alam di daratan kini makin menjadi
langka, karena tidak dipakai secara
arif.

- Redaksi

“'Faktor-faktor seperti: () kemaju-
an-kKemajuanyang pesat dalam ilmu

" dan_ _tekndlo__'g_i;' (b) meningkatnya in-

tensitas-intensitas antarmanusia- dan
antarbangsa:karena tersedianya alat sa-

‘rana komunikasi dan telekomunikasi

yang modern; (¢} adanya hubungan
internasional yang makin lancar; dan
{d) tata kehidupan antarbangsa yang
lebih teratur dan terjamin, telah men- -
dorong peningkatan eksploirasi dan
eksploitasi sumberdayaz alam.

Selain itu, proses modernisasi vang
makin menanjak pada berbagai bangsa
dan negara berkembang vang disertai
dengan upaya incustrialisasi, membu-
tuhkan tersedianya lebih banyak sum-



